Nomor : 5

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

SERI : p

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 2 TAHUN 1988
TENTANG

KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN DALAM
WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

MENIMBANG :

a.

bahwa untuk memelihara dan meningkatkan pelaksanaan Ke-
bersigan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Majalengka agar terciptanya sua-
tu lingkungan yang bersih, indah dan tertib dalam WILa-
yah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka sesuai dengar
perintah Operasi Bersih dari Gubernur Kepala Daerah Ting
kat I Jawa Barat, maka dipamdang perlu adanya pengaturar
lebih lanjut;
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b. bahwa tugas memelihara Kebersihan, Keindahan dan Keter-
tiban Lingkungan pada hakekatnya bukan’ hanya merupakan
tugas dan kewa jiban Pemerintah Daerah saja, -akan tetapi
juga merupakan hak dan kewajiban dari seluruh lapisan

—

masyarakat; : i

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b ter-
sebut di atas, perlu segera menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat.-II Majalengka yang mengatur
tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wila-
yah Kabupaten Daeran Tingkat II Majalengka;

MENGINGAT : |

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
‘Barat;

3. Undang-undang Nomor : 12 Drt Tahun 1957 tentang Peratur-
an Umum Retribusi Daerah;

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ke-
tentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Undang-undang Nomnor 9 Tahun 1960, tentang Pokok-pokok
Kesehatan; +

6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu-lintas
dan Angkutan Jalan- Raya; - ;

"7.7Surat Keputusan Bersarma Menteri Perhubungan dan Mente-
ri Dalam Negeri Nomor IKM. 169/L/PHB/1976 tentang Penge-
81 Tahun 1976

lolaan Terminal Angkutan Jalan Raya;

8. Instruksi Menteri Dakam Negeri Nomor 11 Tahun 1969
' tentang Penertiban Pungutan Daerah;

9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
NomoT826/PM.200-HUk/Ins/1978 tentang Pemeliharaan Keber-
sihan dan Keindahan Kota, Lingkungan dan sekitarnya di
wilayah Jawa Barat; .




3

10. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
Nomor 323/PM.230/Pem/Inst/1981 tentang Pemeliharaan Ke-
_bersihan dan Keindahan Kota di Jawa barat;

11. Peraturan daerah kabupaten Daerah Tingkat II Majaleng-
ka Nomor 03/PD -DPRD/1976 tentang Tata--ara Membuat Pe-
raturan Daerah dan Penerbitan Lembaran paerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Majalengka; =~ - '

12. Peraturan Daerah-Kabupaten DaerahTingkat 11 Majalengka
Nomor 8 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Si-
pil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Per-
aturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana. -

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT‘A:
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN DALAM LING-
KUNGAN WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

BAB I
KETENTUAN  UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Majalengka. °

C. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala daerah Ting-
kat II Majalengka.

d. Dinas/Kantor/Badan/Unit Kerja lainnya adalah Dinas/Kan-
tor/Badan/Unit Kerja lainnya di lingkungan Wilayah Ka-
bupaten daerah Tingkat II Majalengka.

e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten daerah Tingkat II Majalengka.

f. Sampah adalah barang/benda buangan, sisa-sisa bekas-be-
-kas yang tidask terpakai lagi menurut fungsinya semula
atau kotoran yang harus dibuang baik yang berasal dari
_perorangan, rumah-rumah Kantor Bangunan Perusahaan In--



Pusat Perdagangan yang berada dalam Wilayah Kabu-
erah Tingkat II Majalengksa.

ampah_adalah tempat atau kotak yang dibuat dari ka-
- kaleng/seng atau tembok dan atau bahan lain-

peruntukkan dan dipergunakan untuk penyimpa-

péh adalah alat angkut sampah.

*péﬁbuangan~sampah akhir adalah tempat pembuangan
#yang terakhir serta untuk tempat pemusnahan sam-

’.'TéﬁpatISampah semula adalah tempat penampungan sementa-
ra sampah yang selanjutnya akan diangkut ke Tempat Pem-
buangan Sampah Terakhir.

k. Mobil .Sampah adalah Kendaraan bermotor untuk mengangkut
sampah dari tempat sampah semula ke tempat pembuangan
sampah terakhir.

1. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam
. bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk
bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan
' bagi lalu lintas. '

m. Jalur hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka,tan-
- pa bangunan dan menurut Tencana kota ditetapkan sebagai
~‘daerah yang tidak dibangun.

'7h.ffé@55:56alah jalur hijau atau lokasi tertentu yang di-
‘pergunakan dan oleh untuk pertamanan, berfungsi untuk
'”"”mgmperindah tempat tertentu.

b;§§§lq;ég#air adalah setiap jalur galian tanah meliputi
__—solokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup,ber-
g gorong-gorong tanggul tambak dan pintu Bl

! iuﬁéh adalah gedung, rumah, toko, kedai, gudang-dan
yin=lainnya yang bersangkut paut dengan pemeliharaan
ersihan, Keindahan dan Ketertiban.

i “adalah Penghuni bangunan atau pekarangan ba-
‘Tik maupun bukan pemilik.




5

r. Tempat Parkir adalah tempat yang khusus diper-
- untukkan untuk memarkir Kendaraan.

S. Terminal adalah prasarana untuk kepentingan angkutan
Jalan-raya guna mengatur kedatangan dan keberangkatan
kendaraan bermotor umum yang memuat atau menurunkan o-
rang atau barang. '

t. Tempat Umum adalah tempat kOnsentrasi/berkumpulnya o-
rang-orang.

U. Kendaraan adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan
untuk angkutan orang/barang di jalan umum.

v. Parkir adalah‘tempat untuk ménempatkan dan membernen-
' tikan kendaraan dalam suaty waktu tertentu di tempat
parkir.

w. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertent.
yang diberi wewenang khusus sesuai dengan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

X. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam
hal yang menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

v. Retribusi adalah Pungutan Daerah yang dikenakan pada
setiap orang yang menerima pelayanan atay jasa uang
diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam hal pengambilan
dan pembuangan sampah yang telah disediakan olgsh Peme~
rintah Daerah dan atau menerima pelayanan/ jasa kebersi-
han lainnya.

BAB 1II
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

Bagian Pertama
Kebersihan dan Keindahan Bangunan

Pasal 2
Setiap penghuni bangunan berkewajiban untuk :

(1). Memelihara kebersihan dan keindahan bangunan serta ha-
laman dengan baik dan rapih termasuk halaman di  luar pa-
gar yang bertepian dengan jalan umum serta sedikitnya
setahun sekali mencat bangunan serta pagarnya.

(2). Memelihara saluran air yang ada disekitar bangunan.

" (3). Menyediakan dan mempergunakan tempat sampah menurut

bentuk dan ukuran tempat/bak sampah yang ditetapkan
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lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah serta menempat-
kannya didalam pekarangan bagian depan yang mudah dili-
hat dan diangkut sampahnya oleh petugas.

suk yang menggangg

Memelihara pagar halaman

yang berbatasan de
tinggi 1 m dan jik

tinggi maksimum 1¥ meter

Membuang dan menghdlangkan segala benda yang berbau bu

u tetangga sekelilingnya dan atau da
pat menimbulkan penyakit.

Memelihara atau memotong rumput secara berkala dipeka-
_rangan dan antara batas pekarangan rumah dengan jalan.

dan memotong pagar hidup

ngan jalan sehingga menjadi paling
a bukan merupakan pagar hidup,maka

(satu setengah meter) dengan

y meter (setengah meter) bagian atasnya tidak tertu-

tup pandangan dari luar.

Mengusahakan agar di pekarangannya tidak terdapat ge-

nangan-genangan air yang

terbuka yang bisa mengakibat

kan timbulnya sumber-sumber penyakit.

Secara berkala membersihkan atau mengangkut kotoran
dari kakus/septiktenk demgan mempergunakan pembuang-
an kotoran yang tidak mengeluarkan bau busuk atau ti-
dak mengganggu lingkungan. ' .

Tidak menjemur kain atau barang-barang jemuran lain-
nya pada pagar, atap bangunan.

Bagian Kedua
Kebersihan dan Keindahan Jalan
Jalur Hijau dan Taman -

Pasal 3

‘Pada setiap jalan, jalur hijau dan taman disediakan
bak sampah yang penempatannya diatur agar kelimatan — =

indan dan menarik.

Penanggun%'awab jalan, j
diwajlibkan menjaga kebersihan,keindahan

masyaraka

dan” ketertiban sehingga

i

alur- hijau dan taman éerta

tetap indah dan menarik.

L ettt b
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Setiap penumpang kendaraan-baik bermotor atau tidak
bermotor dilarang membuang sampah di jalan.

Pada setiap kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih
harus disediakan tempat sampah dalam kendaraannya,dan
untuk kendaraan tidak bermotor (delman, pedati) disam-
ping menyediakan tempat sampah juga*menyediakan tempa:
penampungan/alat membuang kotoran ternak penarik.

Tiap pedagang keliling, kaki lima, penjual makanan
yang menimbulkan sampah diwajibkan mempunya: tempat
sampan tersendiri/membuang sampah pada bak sampanvang
telah tersedia. y

Bagian Ketiga
Kebersihan dan Keindahan Pertokoan dan Pasar

Pasal 4

. Setiap pedagang baik di pertokcan maupun di pasar

yang mempergunakan kios, gendongan atau pikulan, diwa-
Jibkan menyediakan tempat sampah.

. Setiap pedagang diharuskan menempatkan barang dagang-

annya di dalam los yang telah ditetapkan sesuai dengar
Jjenis barang dagangannya.

. Setiap pedagang diwajibkan memelihara saluran pembuanc

an air supaya tidak menjadi genmangan air yang menimbu:
kan bau busuk.

. Penanggung jawab, pengunjung pusat perbelanjaan dan

pasar diwajibkan menjaga dan memelihara kebersihan,
keindahan dan ketertiban.

Bagian Keempat
Kebersihan dan Keindahan Terminal

Pasal 5

Setiap pemakai kiosryang'éda dalam dan luar'sekitar
Terminal diwajibkan menyediakan tempat sampah.

Rambu-rambu lalu lintas yang ada didalam dan sekitar
Terminal harus tetap dipelihara dan dijaga kebersiham
serta keindahannya.

Penanggung jawab, pemilik kios, pedagang asong, dan
penumpang di Terminal harus menjaga dan memelihara
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Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban.

BAB III
KETERTIBAN

‘Bagian Pertama
Tertib Bangunan

Pasal &

Setiap Penghuni bangunan diwajibkan :

a.

Menanam pohon pelindung atau: tanaman-hias lainnya diha-
laman pekarangan bangunan. :

. Membuang bagian dari pohon dan tumbuh-tumbuhan yang da-

pat mengganggu kawat-kawat listrik, telepon dan kese-
lamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi seke-
lilingnya, dan potongan potongasn tersebut harus di-

ikat sertd tidak boleh lebih dari 1 m panjangnya dan

‘dikumpulkan ditempat-tempat sampah.

- Menebang pohon-pohon di atas pekarangan yang menurut

pertimbangan mungkin akan roboh dan akan menimbulkan
bahaya atau merugiksn orang lain. :

. Memelihara jalan masukpekarangan.

Memagari atau memasang tembok disekeliling sumur yang
terdapat dipekarangan dengan tinggi minimal 1 m dihitung
dari permukaan tanah.

. Untuk tidak menyimpan atau menimbun benda benda yang

dapat membahayakan/mengganggu tetangga sekitarnya atau-
yang dapat menimbulkan polusi dan mengganggu keindahan.

. Memelihara dan mencegah kerusakan trotoir yang disebab -
kan oleh penghuni bangunan. ;

. Memelihara bangunan-bangunan, tembok-tembok, pagar de-

ngan tidak memasang/menempelkan surat-surat—selebaran-
tanpa seijin dari pemilik kecuali jika pemasangan dan
penempelan itu diharuskan menurut peraturan atau atas
perintah Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua )
Tertib Jalan, ‘Jalur Hijau dan Taman

Pasal 7
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Pada setiap jalan, jalur hijau, taman dan tempat umur
setiap orang dilarang untuk :

a. Mengotori dan atau merusak kecuali gleh petugas ur
tuk kepentingan Dinas dalam rangka perbaikan.

b. Membuanbg atau menumpuk dan membakar kotoran/sam-

pah kecuali di tempat-tempat yang telan diijinkan
oleh Bupati Kepala Daerah. :
C. Buang air besar atau buang air kecil tidak pada
tenpatnya.

d. Menjemur, memasang, menempelkan atau menggantung-
kan benda-benda, kecuali ditempat-tempat yang te-
lah diijinkan oleh Bupati Kepala Cerzh atau Peja-
bat yang berwenang.

e. Menginjak, berjalan, duduk t
patnya.dan merusak pohpn, £a

gaK pada te

idak
man/tunga.

f. Menyapu sampah dari trotoir ke jalan.

g. Melepaskan atau menggembalakan ternak.

[ Memcuci/hemperbaiki Kendaraan bermotor/
tidak bermotor.

i. Menaikan atau membongkar barang.

J. Menjadikan tempat tinggal atau tempat ti-
dur yang mengganggu ketertiban.

k. Memarkir kendaraan bermotor/tidak bermo
tor tidak pada tempatnya.

Pengaturan peruntukan lain dan fungsi utama
bagi jalan-jalan, Jjalur hijau, taman dan.
tempat umum yang merupakan pengecualian ter-

- hadap ketentuan pasal 7 ayat (1) seperti

untuk berdagang sementara, Ijin menaikan/mer
bongkar muatan pada jam-jam tertentu, dite- .
tapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
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Bagian Keempat
Tertib Pertokoan dan Pasar

Pasal 8

Dilarang ada nyala api/kompor sebagai alat untuk mema-
sak makanan dan minuman di dalam kios, kecuali rumah
makan dengan mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah.

Pedagang yang berada di pertokoan dan pasar diwajib-
kan untuk menyediakan alat pemadam kebakaran yang di-
tempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah
dipergunakan.

. Dilarang membuang/menumpuk dan membakar sampan diper-

tokoan dan pasar.

Setiap pemakai toko/kios tersebut diatas tidak diper-
kenankan mempergunakan kios/toko sebagai tempat ting-
gal.

Dilarang bermain judi, minum minuman keras didalam
kios/toko.

. Dilarang menjual barang-barang dagangan yang melebi-

hi batas Toko/Kios yang tersedia.

Bagian Keempat
Tertib Terminal
Paragraf 1
Tertib Kendaraan
Pasal 9

Sebelum jadwal waktu yang ditetapkan, kendaraan yang
berangkat dari terminal diwajibkan, menunggu ditempat
yang telah disediakan paling lama 30 menit sebelumnya.
Bagi kendaraan yang datang dan masuk Terminal diwajib-
kan menurunkan penumpang pada tempat yang telah dise-
diakan. ‘

Pengaturan tempat parkir kendaraan, tempat menurunkan
dan menaikkan penumpang diatur lebih lanjut dengan Ke-
putusan Bupati Kepala Daerah. '

Dilarang mecuci kendaraan dilingkungan Terminal.
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Para petugas keamanan berkewajiban mengawasi orang-
Orang yang ada dilingkungan terminal dan mengamankan

Orang-orang tertentu yang dianggap mengganggu keter-
tiban, keamanan dan keselamatan umum, .

Alat pemadam kebakaran agar ditempatkan sedemikian
Tupa sehingga dapat dengan mudah digunakan para pe- ~
tugas. ‘

Petugas keamanan mempunyai kewajiban untuk menjaga
semua peralatan dan sarana terminal dari gangguan o-

~..Iang-orang yang sengaja merusak dan atau mengganggu

(3).

(1).

(2}

kelancaran peker jaan petugas terminal.
Paragraf 2
Tertib Penumpang
Pasal 10

- Bagi setiap orang yang memasuki dan atau keluar

terminal, melalui jalur yang telah ditentukan untuk
keperluan itu.

. Penumpang dilarang naik/turun kendaraan diluar tem-

pat yang telah disediakan dan atau menunggu kendara-
an diluar lokasi Terminal dalam radius 300 meter.

Setiap penumpang yang membawa barang sedemikian Tupa
diharuskan menggunakan tenaga pembantu yang memakai
tanda pengenal yang terdaftar dan disyahkan oleh Pe-
Jabat yang berwenang.

Paragraf 3
Tertib Jualan/Penggunaan Kios
Pasal 11

Bagi pedagang yang akan mempergunakan kios harus mem-
punyai surat ijin Penggunaan Kios yang dikeluarkan .
oleh Dinas Pendapatan Daerah setelah mendapat reko-
mendasi Pejabat yang berwenang.

Setelah Surat Ijin seperti tersebut pada ayat (1) di
atas maka usaha untuk/tempat/lokasi usahanya ha%us
mendapat Surat Bebas Ijin Tempat Usaha (BITU) yang
dikeluarkan oleh bagian Perekonomian.
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. Dllarang mencuci setla,
minal. :

ganggu ketentramanxéil (véAﬂ

iiingkunoan ter-

. Kendaraan dllarang berpangkalmdlwllngkungan terminal
‘lebih dari 2 jam.

. Para petugas keamanan berkewajiban mengawasi orang

orang yang ada dilingkunganterminal dan Pcngqmaﬁkan
crang-orang tertentu yang dianggap mengganggu keter-
tiban, keamanan dan keselamatan umum.

. Alat pemadam kebakaran agar dltempatkan sedemikian

rupa sehingga dapat dengan:mudah digunakan para petu-
gas.

Petugas keamanan mempunyai tugas kewajiban untuk menja-
ga semua peralatan dan sarana terminal dari gangguan
orang-orang yang sengaja merusak dan atau mengganggu
kelancaran peker jaan petugag;“terminal;

KETERTIBAN KEAMANAN LINGKUNGAN
Pasal 13

Dilarang membuat gaduh dlsekltar’tempat tinggal a-
tau membuat sesuatu yang:dapa engganggu ketertib-
an orang lain. e

Dilarang mengangkut baran b
yang mudah menlmbulkan:kebak’
menggunakan tempat yan

ﬂﬁ15Erbau"busuk atau
“bakaran dengan

Pengangkutan barang,se (aF: dimaksud pada ayat
2) "diatas harus dilakukanzi mggﬂgqeﬁentuan bahwa

tempat tersebut haru5'7¢ rsahkan atau
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dimusnahkan setelah selesai Pemakaiannya.

(4). Dilarang menembak dengan alat Penembak atau yang se je.
nis kecuali di tempat-tempat yang diijinkan oleh Bupa-
ti Kepala Daerah atau oleh Pe jabat yang ditunjuk.

(5). Dilarang menangkap, menembak atau membunuh binatang
tertentu yang jenisnya menurut Peraturan yang per-
laku harus dilindungi atau yang telah ditetapkan oleh
Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya,

(6). Dilarang membawa senjata tajam, alat pemukul atz. ssn-
Jata api di jalur hijau, taman dan tempat URUM Qimanz
sedang diselenggarakan perayaan atau pesta, tontonan
atau keramaian.

(7). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (&) diatas
tidak berlaku bagi Pejabat Pemerintah yang diperi
wewenang membawa senjata untuk keperluan menialankan

tugas, golongan penduduk yang menurut adat istiadatnya

senjata tersebut dianggap sebagai kelengkapan Demaka:-
Nya dan juga bagi mereka yang untuk menjalankar peksr-
jaan atau perusahaannya di tempat mana oculs nz-us = -
la membawa senjata.

BAB V
CARA PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN/PEMBLANIAN
DAN PEMUSNAHAN SAMPAH

Pasal 14
Untuk memperlancar dan memudahkan FeNgambilan, 02INganiALT-
an gan pembuangan serta pemusnahan sampah, ESupatl Kepzl:z
Daeran menetapkan pembagian wilayah pengambilar, penga~z-
kutan, pembuangan dan pemusnahan sampah yang disesuaixz-
dengan luas daerah serta sarana pelayanan ksbersinan YENS

ada di daerah.

Pasal 15
(1). Pengambilan, pengangkutan dan pembuanga
pat semula semula dilaksanakan oleh petu
ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuz
layah yang telah ditetapkan.

(2]« Pengambilan, pengangkutan sampah dari tempat sam
yang telah disediakan oleh pengnuni rumah kstemo
pah semula yang telah disediakan oleh Pemerintah
rag dilakukan oleh RT/RW nya masing-masinz,

SV )

S S )
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pgkutan sampah dari tempat sampah
-embuangan sampah akhir/pemusnahan,
Tertilth petugas yang ditunjuk oleh Bupati

: ,dan pembuangan sampah dar Bak sampah,ken-
(1). g:ié:gtgeﬂhpang umum ke Bak sampah yang telah disedi-
erminal-terminal dilaksanakan oleh pengemudi
(2). Dilaranek-kenek kendaraan yang bersangkutan.

gange” Pasal 16
—{3). Bi]

qs emerintah Daerah tidak dapat'menyeuiakan,TEmpat<
‘Semula, sampah-sampah yang telah ada di Bak Sampah
(4).ibilan dan pengangkutannya dilaksanakancleh Petugas
, telah ditunjuk untuk diangkut ke tempat Pembuangan
cipah Akhir/ pemusnahan

Paéal 17
Bagi setiap penghuni bangunan yang mempunyai pekarangan

b

Cukup luas diharuskan mempunyai lubang pembuangan sampah
yang digali dalam batas pekarangannya.

Pasal 18

Sampah-sampah yang telah bertumpuk dalam lubang dimaksud
pasal 17 harus dimusnahkan sendiri oleh yang bersangkutan
dengan cara menimbun atau membakar didalam lubang terse-

but dengan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban lingku
ngan sekitarnya.

Pasal 19

Lubang sampah seperti tersebut pada pasal 17 Peraturan
Daerah ini harus dibuat pada tempat-tempat yang tidak
akan merusak keindahan dan  tidak akan menggang-

gu sekitarnya serta dalam jarak sekurang-kurangnya 10
meter dari sepur. s

, Pasal 20 ' S
(1). Untuk keperluan pemberian pelayanan /pemberian jasa
pengambilan pengangkutan, pembuangan sampah dimaksud
pada pasal 16 diatas dikenakan Retribusi Angkutan
Sampah.
(2). Retribusi angkutan sampah dimaksud dalam ayat (1)
pasal inidikenakan terhadap :




(1).

(2).

(25.

(3).

(1).
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. Pengusaha Industri dan “pabrik-pabrik

» Pemilik hotel penginapan; 1osmen toko dan kantc
Penghuni/pemilik rumah tinggal,
. Pedagang-pedagang.

Q0 ow

Pasal 21

Untuk keperluan pengambilan sampah ‘dimaksud dalam
pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini, setiap
bulannya dapat dipungut biaya dari Demilikzaehghun
rumah, B L L odan s ok

Hasilrpungutan dimaksud dalam ayat (1) 5§§él ini pe

untukan dan pPenggunaannya ditetapkan dalam Keputys:
Bupati Kepala Daerah. :

2 AR VI
KETENTUAN BESARNYA RETRIBUSI
Pasal 22

. Besarnya Retribusi dimaksud dalam pasal 20 ayat (2

ditetapkan sebagai berikut:
a. Untuk Industri dan Pabrik-pabrik sebesar RD. Zx=
(dua ribu lima ratus) per bulan.

b. Untuk Hotel, Penginapan, Losmen, Toko, Kios di’
Pasar dan Kantin Rp. 1.500,- (seribu lima ratus
rupiah) per bulan.

C. Untuk rumah tempat tinggal sebesar Rp. 150,-(se-
ratus lima puluh rupiah) per bulan.

d. Untuk pedagang—pedagang di pasar dan ditempat 1a )
innya sebesar Rp. 50,~(1lima puluh rupiah)per har.

Setiap pembayaran dimaksud ayat (1) pasal ini oleh
petugas diberikan tanda bukti Penerimaan.

Bentuk, Model dan isi tanda bukti penerimaan dimaks_
ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Dac
rah.

Pasal 23 :
Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi



sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) terse-
but diatas ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(2). Hasil pungutan retribusi disetor langsung ke Kas Da-

erah.
BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 24

Pengéwasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilak-
sanakan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan fungsi-
nya. v

‘ BAB VIII

KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

(1). Barangsiapa yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan
selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-ting
ginya Rp. 50.000,-(1ima puluh ribu rupiah).

(2). Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah .
Tindak Pidana Pelanggaran.

(3). Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini
dilaksanakan oleh Penyidik Umum ‘dan atau Penyidik Pe-
gawal Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah se-
suai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berla-

Ku. o
BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP
Pasal 26

ral-hal yang belum cukup diatur dalam Pérétﬁran Daerah i-
ni sepanjang mengenal teknis pelaksanaannya, akan ditetap--
kan kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala daerah.

Pasal 27

(1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di-
undangkannya, .

(2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomer:
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10/PD-DPRD/1979 tentang Ketentuan Pembuangan dan Pe-
ngangkutan Sampah dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tir
kat II Majalengka serta Segala ketentuannya yangber
tentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan ti-
dak berlaku lagi.

Majalengka, 18 Maret 1988
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DT II MAJALENGKA TINGKAST II MAJALENGKA
~ Ketua,
ttd e E . tid :
(Drs. UTON HARTONO SG) ' H.R.E.DJAELANI,SH

NIP. 040 008 485

Peraturan daerah tersebut disahkan oleh Gubernur Keps
la Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusannya Nomor :
188.342/Kep.556-Huk/88 tanggal 20 April 1988.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT T
JAWA BARAT
ttd
H.R. MOH. YOGIE. SM
Oiundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daeran Tingkat
II Majalengka Nomor 5 Tahun 1988 Tanggal 22 April 1988 -
seri I,
SEKRETARI WILAYAH/DAERAH
Cap “ttd o
Ors. H. A. RUSKA SUTARI

NIP. 010 056 400



